SALINAN

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 107 TAHUN 2018
TENTANG

FERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 50
TAHUN 2016 TENTANG BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN
SEKOLAH NEGERI/MADRASAH NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2016
sebagaimana telah beberapa kali diuhah terakhir dengan
Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2018, telah diatur
mengenal Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Negeri/
Muadrasah Negeri;

b. bahwa untuk menyesuaikan dengan rencana pembangunan
Jangka menengah Daerah 2019-2022 khususnya Satuan
Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu disempurnakan;

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf & dan hurul b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur
Momor 59 Tahun 2016 tentang Biaya Operasional Pendidikan
Sekolah Negeri/Madrasah Negeri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 lentang Keuangan
Negara;

<. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota
Negara Kesatuan Republik Indonesia:

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 lentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan:

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 lentang Pemerintahan
Dacrah sebagaimana telah bebermpa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;



Menetapkan
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8. Peraturan Pemerintah  Nomor 58 Tahun 2005  tlentang
Penpelolaan Keuwangan Daerah;

==l

Peraluran Pemerintah Nomar 71 Tahun 2010 tentang Standar
Alountansi Pemerintahan;

&, Peraturan Mentert Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolann Keuangan Daergh sebagaimana  telzh
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Négeri Nomor 21 Tahun 2011 ;

Y. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tenlang Pembentukan

dan Susunan Peranpgkatl Dacrah Provinsi Daerah Khusus
Bukola Jakarts;

11: Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem

dan Prosedur Pengelolagn Keuangan Daerah sebapaimana telah
diunbah dengan Peraturan Gubemur Nomor 161 Tabhun 2014

2. Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2016 tenlang Biava
Operasional  Pendidikan  Sckolah  Negen/Madrasah  Neger
sebapaimana  lelah beberapa kali diubab  terakhir dengan
Peraluran Gubernur Nomor ¥ Tahun 2018;

¥ on
-

- Peraturan  Gubernur Nomor 277 Tahun 2016  tentang
Orpanisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;

T4, Peraturan  Gubernur Nomor 380 Tahun 2016 tentang

Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Puasat Pelavanan
Pendanaan Personal dan Operasional Pendodikan:

MEMUTUSKAN

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEEUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 59 TAHUN 2016 TENTANG
BlAYA QPERASIONAL PENDIDIEAN SEKOLAH NEGERI/MADRASAH
NEGERL

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam  Peraturan Gubernur Nomor 359
Tahun 2016 tentang Biaya Operasional Pendidikan Sekolah
Negeri/ Madrasah Negeri schagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Gubernmur Nomor 7 Tabun 2018,
[Berita Daerah Provins Dacerah Khusus Ibulcota Jakarta ‘T'ahun 2018
Nomor 72003 diubal sebagsal berikut ¢

L. Retentuan angka 12a dan angka 22 Pasal 1 diubah dan di antara
anglka 23 dan anglka 23 disisipkan 1 (sata) anpgka yailu angka
22asehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut -

Pasal 1
Dalain Peraluran Gubernur ini yang dimaksud dengan ;
L. Dacrah adalah Provins: Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat

Dacrah  sebagai unsur penyvelenggara  Pemerintahan
Daerah.
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Cubernur adalah  Kepala Daerah Provinsi Daerah
Khusus |bukota Jakarta.

Sekretaris Daerah  adalah Sekretaris Dacrah Provinsi
Daecrah Khusus lbulkota Jalearta.

Kantor Wilayah Kementerian Agama yvang selanjuinyva
disebut  Kanwil Kemenlerian Apama  adalah Kantor
Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus
[bukota Jakarta,

Kepala RKuanlor Wilayah Kementerian Apama adalah
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama  Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

Badan Pengelola Keuanpgan Dacrah vang selanjutnya
disimghkat BPRKD adalah Badan Pengelola Keuangsan
Daerah Provins: Daerah Khusus [bukota Jakarta,

Dinas Pendidilkan adalah Dinas Pendidikan Provins
Daerah Khusus [bukota Jakarta.

Eepala Dinas Pendidikan adalah  Kepula Dinas
Pendidikan Provinsi Daerah Khusus [lbuketa Jakarta,

Sukn Dinas Pendidikan adalah Suku Dinas Pendidikan
Wilayah | Kota Administrasi, Suku Dinas Pendidikan
Wilayah 1T Kola Administrasi dan Suku Dinas Pendidikan
Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu di Provinsi
Daerah Khusus ITbukota Jakarta.

Pusal Pelavanan Pendanaan Personal dan Operasional
Pendidikan vang selanjuinya discbul P4OP adalah UPT
Dinas Pendidikan  Provinsi Daerah Khusus Thukota
Jakarta.

kantor Kementerian Agama Kota/kabuparten Administrasi
adalah Kantor Kementerian Agama Kola/Kabupaten
Administrasi i Provinsi Dacrah Ehusus [bukota Jakarta,

Kepala Suku Dinas Pendidikan adalah Kepala Suku
Dinas Pendidikan Wilayah | Kota Administrasi, Kepala
Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1T Kota Administrasi dan
Sulku Dinas Pendidikan Kabupaten Administras: Kepulauan
Seribi di Provinsi Daerah Khusus Ibukoeta Jakarta,

. Kepala Pusatl Pelayansn Pendanaan  Personal  dan

Operasional Pendidikan vang selanjuinyd discbut P4OP
adalaly UPT Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus
[bukota Jakarta,

kepala Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten
Administrasi adalah Kepala Kantor Kemenlerian Agama
Kol Kabupaten Administrasi Ji Provinsi Daerah Khusus
[oukota Jakarta.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat PPKD adaiah Kepala BPKD yang mempunyai
tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Dacrah dan bertindak schagai Bendahara
Umum Daerah.
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Satupn  Rerja  Perangkat Daerah vang  selanjutnya
disingkal SKPD adalah  Perangkat Daerph pada
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta
sclaku Penppuna Anggaran / Penggusaa Barang.

Unit Kerja Perangkat Daerah yvang selanjutnva disingkat
UKPD adalah bagian dan SKPD vang melaksanakan saru
atau beberapa program.

Tim Anggaran  Pemerintah Dacrah yang selanjutnva
disingkal TAPD adalah Tim varg dibentuk dengan
Keputusan COubernur dan dipimpin oleh Sekretaris
Dacrah yang mempunyai fugas menyviapkan serla
melaksanakan kebijakan Guberny  dalam  rangks
ponvusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
yvang anggotanyva terdiri dari pejabat peréencana dacrah,
PPED dan pejabat lainnva sesuai dengan kebutuhan,

Pengguna Anggaran yang selanjulnys  disingkat PA
adalah  Pejabat pemepgang Kewenangan penggunaan
anggaran untuk melaksanakan lupas dan fungsi SKPPD
yang dipimpinnya.

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjulnya disinglat
KI'A  adalah Pejabat vyvang diberi kuasa untuk
melaksanakan  sebagian  kewenanpgan PA dalam
miclaksanalkan sebagian tugas dan [ungsi SKPD,

Saluan Pelaksana Pendidilcan Kecamatan adalab Satvan
Pelaksana Pendidikan Kecamatan i Provins: Daersh
Khusus Thukotas Jakarta,

Kepala Satuan Pelaksana Pendigdikan Kecamatan adalah
Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan di
Proving: Daerah Khusus lbukota Jakarta.

Selcolah Negeri adalab Saluan Pendidikan vang meliputi
Sataan Pendidikan Anak Usia Dini Negeri, Sekolah
Dasar Negerl, SHekolah Menengah Portama Negeri
termasuk Sckolah Menengah Perta-na Terbuka, Sckelah
Menengab Atas Negeri, Sclkolah Menengah Eejuruan
Megeri dan Sekolah Luar Biasa Negeri vang selanjutnya
disingkat BPALUIDN, SDIN, SMPN termasuk SMPT, SMAN,
2MEN dan BLBN di Provinsi Dacrah Khusus lbulkota
Jakarta,

d.atuan | Pendidikan  Anak  Usia Dini  Negeri  yang

selanjulnya . disingkat SPAUDN  ferdiri dari Taman
kanak-Kanak Negeri, Kelompok Bermain Negeri, Taman
Penitipan Anak Negeri dan Satuan PAUD Sejenis Negeri,

3. SMPT adalah Satuan Pendidikan formal yang tGdak

berdiri sendinn tetapi merupakan bapian dari SMPN
Induk vang penvelenggaraan pendidizannya menggunakan
metode  belajar mandiri dalam  rangka menduloung
program wajiby belajar 12 [dua belas) tahun,

aMP [oduk adalah SMP Negeri penvelenggara SMP
Terbuka.
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- Madrasah  Negerl adalah Satuan  Pendidikan  yvang

mebputi Madrasah  Thtidaivah  Negeri, Madrasah
Tsanawivah hegeri dan Madrasah Aliyvah Negeri vang
selanjutnya  disingkat MIN, MTsN dan MAN i
lngkungan Kanwil Kemenlerian Agama.

kepala, Sekolah Negeri adalah Kepala SPAUDN, Kepala
SN, Kepala SMPN, Kepala SMAN, Kepala SMKEN dan
Kepala BLBN di Provinsi Daersh Khusus Thukota
Juakarta.

Kepala Madresah Negeri adalah Kepala MIN, Kepala
MTsN dan Kepala MAN di Provinsi Daerah Khusus
bukola Jakar:za.

Bantuan Operasional Sekolah vang selanjutnva disingkat
BO3 adalah alokast dana vang diberikan  kepada
Sekolah/Madrasah berasal dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (APBN|.

Biaya Operasional Pendidikan vang  selanjutnya
draingkat BOFP adalah alokasi dana vang diberikan oleh
Pemenntan Dasrab kepada Sckolah/ Madrasah berdasurkan
Jumiah peserta didik terdaftar.

Kencana kerja dan Anggaran vang selanjutnya disingloat
RRA adalah dokumen perencansan dan penganggaran
vang berisi program, kegiatan dan anggaran Dinas
FPendidilean /Suku Dinas Pendidikan,

Kencana kegatan dan Anggaran  Sckolah /Madrasah
yvang selanjutnya disingkat RKAS/M adalsh rencana
keglalan  terpadu pada  satuan pendidikan untuk
meningkatkan layanan dan muty pendidikan dalam
I (salu} tahun anggaran.

Dokumen Pelaksanaan Anggasran vang  selanjutnya
disingkat  DPA  adalah  deokumen  vang  memual
pendapatan dan belanja Dinas Pendidikan/Suku Dinas
Pendidikan yvang dipunakan scbagai dasar peluksanaan
oleh PA /KPA,

Ketentuan dalam Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi
sehagai berikut ;

(1)

{2)

Pasal 2

Tujuan vmum pemberian dana BOP bagi SDN, SMPN
termasuk  SMPT, 5MAN, SMEN dan SLEN dan
Madrasah  Negeri, untuk  membiayai kepiatan
operasional pendidikan pada Sekolah Negeri dalam
rangka wajib belajar 12 [dua belas) tahuan,

Tujuan umum pemberian dana BOP bagi SPAUDN
untuke membiayai kegiatan  operasional pendidilan
padya satuan PAUD Negeri dalam rangka peningkatan
persentase Angka Parlisipasi Kasar PAUD (APK PAUD)
4-6 tahun.
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Tujuan khusus pemberian dana BOP bagt Sckolah
Negenf Madrasah Negeri adalah unmk ¢

a. membebaskan  selurubh peserta  didik  jenjang
pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan
pendidikan menengah dari segala bentuk punmatan,
termasuk unluk biaya kegiatan ekstrakurikuler
pada Sekolah Negeri/ Madrasah Negeri;

b. meningkatkan kinerja guru dan tenaga kependidilkan
pada Sekolah Negeri/ Madrasah Negers;

o. melengkapi Kebutuban untuk kegialan pembelajaran
pada Sckelah Negeri/Madrasah Negeri;

memelihara sarana  dan  prasarana pendidikan
Sckelah Negeri/Madrasah Negeri:

s

¢, meningkatkan  pengelolaan administrasi  Sekolah
Negerl/ Madrasah Negeri; dan

[, meningkatkan mutu pendidikan melalul peningkatan
proses pembelajaran yvang berpusat pada peserla
didil.

Pemberian dana BOP sebagaimana dimaksud pada
ayat (1] merupakan pendukang atas  kegiatan
pperasional  Sckolah Negeri/Madrasah  Negeri  yang
belum lercukupt dari pendanaan yvang bersumber darl
dana BOS,.

Retenluan dalam Pasal 5 diubah, schingga Pasal 5 berbuanyi
sehagal bernilkut

Pasal &

Hasaran Penerima dana BOP adalah  Sckolah Negeri/
Madrasah Negeri yang terdird dari :

.

5opg o

e

SPALIMN:

SDN dan MIN;
SMPN/SMIPT dan MTsN;
SMAN dan MAN;

SMKHN; dan

SLEN.

Retentizan dalam Pasal 6 diubah, schingga Pasal & berbunyi
sebagal berikut -

(L]

Pasgal &

Dana BOP bagi Sekolah Negeri diberikan berdasarkan
lcriteria ¢

a. alokasl dasar;

b, alokasi keadilan:

c. alokasi kinetja; dan

i, alokasi tambahan,
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(4]

{5}

(7]

{10}

(11)

Alokast Dasar scbagaimana. dimaksud pada avat (1)
hurul a dibertkan kepada Sekolah Negeri herdasarkan

Jumlah peserta didik dan merupakan fungsi estimasi

dalam pengalolkasian pagu angparan vang diberikan
untuk setiap sckolah.

Fungsi estimasl sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
meripakan  prakiraan  besaran  biava vang  dapat
dilampaul, antara lain :

karens perubahan komponen tahapan;

b. pengegunaan satuan biava yvang dipenuhi harga
pasar; dan/fatau

o; keburuhan sekolah terhadap pengembangan muty
pendidikan.

Pelampauan alas alokasi dasar sebagaimana dimaksuel
pada awvat (3] dapat ditetapkan ke dalam alokasi
keadilan dan/atau alokasi kinerja.

Alokasi Keadilan sebagaimana dimaksud pada avat (1)
huruf b diberikan kepada Sekolah Negerl untuk
menutup biaya keterpencilan pada sckolah vang berada
i Rabupaten Administrast Kepulauzan Seribu duan
kebutuhan khusus pada masing-masing Sckolah Negeri,

Alokast kinerja scbagaimana dimaksud pada ayvat (1)
huruf ¢ diberikan kepada Sckolah Negeri berdasarkan
pada penilaian Kinerja terbaik dengan mempertimbangkan
rata-rala dan perubzhan nilai ujlan daesrah untuk
SDN/sederajat, Ujlan Nasional untuk SMPN/sederajat
tdan SMAN /SMEN / scederajat.

Tata cara penilman  kinerja  terbaik sebagaimana
dimuaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Kepulusan
Kepala [Hinas

Alokast Kinerja sebagaimana dimaksud pada avat (1)
huruf c dikecualikan bagi PAUDN dan SDLEN,

Alokasi Tambahan diberikan kepada Sekolah Neger
sebagal lambahan untuk pemenuhan gizi peserta didik
vang dilaksanakan melalui  program  Penvediaan
Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS),

Penctapan besaran BOP untuk selap jenjang satian
pendidikan dan  kode rekening BOP  sebapaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan
Gubernur.

Penclapan Sckolah Negeri penerima BOP dan slokasi
BOF untuk masing-masing sekolah ditetapkan denpgan
Keputusan Gubernur pada setiap tahun angearan.
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Ketentiuan dalam Pasal 22 dinbah, sehingga Pasal 22
berbunvi sebagai Derikul |

Pagal 22
Usulan penerima dana BOP adalah sebaga benlouat ;

4. untuk SPAUDN dan SLEN ditetapkan oleh Kepala Dinas
Pendidikan.

b, untuk SDN, SMPN, SMPT, SMAN dan SMEN ditelapkan
oleh Kepala Suku Dinas Pendidikar.,

.. untul MIN, MTsN dan MAN dikoordinasikan oleh Suku
Dinas Perndidikan atau PAOP dalam proses Kepulusan
Cubernur tentang Penetapan Penerima.

Ketentuan dalam Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23
berbunyl sebaga berikut ¢

Pasal 23

(1] Penyaluran dana BOP ke Sekolah Negeri merupakan
langeung jawab Dinas Pendidikan dan Suku Dinas
Pendidikan,

2] Tanggung jawab [Dinas Pendidikan dan Suku Dinas
Pendidikan dalam penyvaluran dana BOP sebapaimana
dimaksud pada ayat (1), denpan ketentuan scbagai
berlkut :

a, Dinas Pendidikan untuk penvaluran dana BOP
kepada SPAUDN dan SLBN; dan

. Suku Dinas Pendidikan untuk penvaluran dana
BOP kepada SDN, SMPN, SMPT, SMAN dan SMEN,

Retentuan dalam Pasal 25 diubah, sehinpgpa Pasal 25
derbunyl sebagal berikut :

Pasal 25

Monitoring penggunaan dana BOP dilakukan oleh Tim
Monitoring secara  periodik  dengan  ketentuan  sebapai
berikul

a. unilk SPAUDN dan SLBN oleh Thnas Pendidilcan:

L. untule SDN, SMPN/SMPT, SMAN dan 8MKN oleh Satuan
Pelaksana Pendidikan Kecamatan, kecuali Kabupaten
Administrasi Kepulauan Seribu oleh Seksi Pendidikan
Dasar dan Menengah Suku Dinas Pendidikan Kabupaten
Administrasi Kepulauan Seribu dan dilaporkan secars
benenjang ke Dinas Pendidikan melalui Suku Dinas
Pendidikan: dan

. unmak MIN, MTsN dan MAN oleh Suku Dinas Pendidikan
dan dilaporkan sccara berjenjang ke Dinas Pendidikan,
dengan tembusan dan  disampaikan kepada Kantor
Kementerian Agama Kota/Kabuparen Administrasi dan
Kanwil Kementerian Agama,



8. Ketentuan Pasal 27 dmabah, sehingga Pasal 27 berbunyi
secbapal berikut ;

Pasal 27

Biaya yang diperlukan untuk pendanaan BOP dialokasikan
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah [APBED)
dengan ketentuan sebagal berikut ;

. untuk SPAUD dan SLBN, melalui DPA Dinas Pendidikan;

b, untuk SDN, SMPN/3SMPT, SMAN dan SMKN, melalui
DPA Suku Dinas Pendidikan; dan

¢, untuk MIN, MTsN dan MAN melalui Belanja Hibah pada
DPA PPRD.

FPa=al 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanpgal dinndangkan
dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2018,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

Ditetapkan di Jakarta
pada tangeal 16 Oktober 2018

GUBERNUR PROVINSI DAEEAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd
ANIES BASWEDAN

Dimundanglkan di Jakarta
pada tangeal 19 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINS] DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd
SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2018 NOMOR 73023

Salinan sesuai dengan aslinya
EEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS TBUKOTA JAKARTA,

 YUHANAH
NIP 196508241994032003



